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ABSTRAK 
Pengobatan medis merupakan salah satu cara untuk memberikan usaha 
penyembuhan penyakit yang datang pada diri setiap orang. Mengenai suatu 
tindakan pengobatan yang melibatkan dokter dan pasien yang di mana kedua 
subjek merupakan subjek hukum dalam suatu perikatan terapeutik yang di mana 
setiap tindakan dari dokter maupun pasien terikat hukum. Untuk menghindari agar 
tidak terjadinya suatu tindakan yang salah dalam terapeutik atau Malapraktik hal 
ini dokter maupun pasien dalam setiap tindakannya diatur dalam peraturan 
perundangan yang telah ada sebelumnya. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi proses 
pelaksanaan transaksi terapeutik?, bagaimana perlindungan hukum yang mengatur 
subjek hukum yaitu dokter serta pasien? Serta bagaimana pandangan hukum 
positif dan hukum Islam mengenai suatu transaksi terapeutik terhadap 
penanganan medis korelasi dengan malapraktik kedokteran dalam hal tindakan 
wanprestasi dokter di rumah sakit?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui proses implementasi transaksi terapeutik di rumah sakit, untuk 
mengetahui upaya bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan dokter dalam 
transaksi terapeutik serta untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum 
Islam terhadap transaksi terapeutik terhadap penanganan medis korelasi dengan 
malapraktik kedokteran dalam hal tindakan wanprestasi dokter. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan dengan 
kualitatif, sehingga untuk memperoleh suatu data penulis melakukan observasi 
dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) 
dengan bersumber dari lapangan maupun kepustakaan yang bertujuan untuk 
menganalisa bagaimana tinjauan  hukum positif dan hukum Islam mengenai suatu 
transaksi terapeutik terhadap penanganan medis korelasi dengan malapraktik 
kedokteran dalam hal tindakan wanprestasi dokter serta pola cara berpikir 
deduktif. 
Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dalam implementasi 
terapeutik dijalankan sesuai ketentuan pola registrasi tahapan pengobatan, serta 
terhadap perlindungan hukum bagi pasien dan dokter baik di rumah sakit Abdul 
Moelok telah diatur dalam Hospital By Law dan Medical By Law serta peraturan 
perundangan yang telah mengaturnya antara lain seperti UU Praktik kedokteran 
bagi dokter dan UU perlindungan Konsumen bagi pasien.Sedangkan dalam 
hukum positif dan hukum Islam bahwa tindakan dokter tersebut tidak dikatakan 
sebagai tindakan mala praktik kedokteran dikarenakan terdapat suatu keadaan 
yang memaksa berdasarkan ijtihad ilmu kedokteran sesuai dengan kaidah fiqhiyah 
sehingga permintaan pasien tidak dipenuhi dan pertanggungjawaban hukum bagi 
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A. Penegasan Judul  
Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangatdiperlukan 
karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam 
memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun dari judul ini adalah 
Transaksi Terapeutik dan Korelasinya dengan Malapraktik Kedokteran 
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Abdoel Moelok) yang kemudian mengenai uraian-uraian 
istilah di atas adalah sebagai berikut :  
1. Transaksi ialah persetujuan mengenai jual beli antara dua pihak yang 
tindakannya dapat berupa pelunasan maupun pembayaran.
1
 
2. Terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien yang 
dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter tersebut 




3. Korelasi ialah yang dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara suatu hal 
dengan hal yang lainnya dan menimbulkan suatu sebab akibat.
3
 
4. Malapraktik kedokteransecara harfiah yang diambil dari bahasa malapraxis 
yaitu praktik yang buruk atau praktik yang jelek dikatakan buruk karena 
                                                             
1
Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari https://kbbi.web.id/,  
29 april 2019 pukul 19:46 wib. 
2
Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah 
Sakit, (Semarang: PT.Citra Aditya, 2006), h. 97. 
3
 Ebta Setiawan,Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ...., 29 April 2019 pukul 19:46 wib. 
 
salah dan menyimpang (deviation) dari yang seharusnya. Istilah malapraktik 
itu sendiri sering dikaitkan dengan malapraktik kedokteran.
4
 
5. Perspektif ialah suatu cara yang mengaitkan suatu objek yang menjadi 
pembahasan atau permasalahan berdasarkan suatu sudut pandang atau 








7. Hukum Islam ialah pandangan sebagai dari ajaran agama dan juga norma-
norma hukum yang bersumber kepada agama yang diyakini umat Islam 
sebagai wahyu, oleh karena itu disebut sebagai syariah yang berarti suatu 
jalan yang digariskan tuhan untuk manusia.
7
 
Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, penulis menegaskan bahwa 
yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu 
pembahasan atau kajian yang terkait dengan implementasi praktik transaksi 
terapeutik antara dokter dengan pasien yang dari praktik transaksi tersebut 
menimbulkan suatu perikatan yang muncul karena perjanjian hubungannya 
terhadap suatu tindakan dokter tersebut dalam penanganan tindakan medis 
terhadap pasien yang kemudian dari tindakan tersebut berdasarkan unsur-unsur 
tindakan dokter apakah bisa dipandang sebagai suatu tindakan malapraktik 
                                                             
4
 Adam Chazawi, Malapraktik Kedokteran, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h.2. 
5





 Syamsul anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 3. 
 
yang berdasarkan pada sudut pandang atau perspektif dari hukum positif dan 
hukum Islam. 
 
B. Alasan Memilih Judul  
Alasan penulis memilih judul di atas sebagai bahan untuk penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Alasan Objektif  
a. Tindakan dokter untuk menangani pelayanan medis terhadap pasien perlu 
adanya saling interaksi antara dokter yang dengan ilmu pengetahuan 
medis memberitahukan penyakit apa yang dialami oleh pasien yang 
kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari pasien dalam transaksi 
terapeutik atas tindakannya dokter sudah terikat perbuatan dan 
bertanggung jawab dalam konsep hukum atas pelayanannya baik bersifat 
pasif maupun aktif. 
b. Pembahasan transaksi terapeutik tersebut sangat menarik untuk dibahas 
dalam unsur tindakan dokter tersebut yang berdasarkan pada standarisasi 
pelayanan dalam penerapan praktik dari proses transaksi terapeutik yang 
menimbulkan perikatan yang muncul karena perjanjian antara dokter 
dengan pasien, korelasinya terhadap peristiwa yang dikatakan sebagai 





2. Alasan Subjektif  
a. Berdasarkan implementasi transaksi terapeutik antara dokter dan pasien 
timbul suatu perikatan karena perjanjian, melahirkan sifat tanggung 
menanggung di mana pada perikatan ini dapat dianalogikan yang terjadi 
antara seorang dokter dengan seorang pasien saja ataupun dengan 
beberapa pasien yang kemudian ini disebut sebagai tanggung 
menanggung, jika dokter telah memenuhi segala usaha dan tindakan 
berdasarkan ketentuan-ketentuan akan tetapi menimbulkan suatu 
kerugian perdata apakah tindakan dokter tersebut dikatakan sebagai 
wanprestasi atau tidak dan dari itu muncul suatu bentuk perlindungan 
hukum bagi pasien dan dokter. 
b. Mengenai penelitian ini, penulis memilih judul Transaksi Terapeutik dan  
Korelasinya dengan Malapraktik Kedokteran Perspektif Hukum Positif & 
Hukum Islam karena adanya relevansi penulisan dengan program studi 
dari penulis sendiri, serta literatur terkait yang mendukung judul 
penelitian penulis. 
  
C. Latar Belakang  
Pengobatan merupakan salah satu cara untuk mengobati penyakit yang 
datang pada diri manusia. Terkait cara pengobatan dapat dilakukan dengan 2 
cara, yakni cara tradisional ataupun dengan tindakan medis. Cara tradisional 
ialah dengan menggunakan pengobatan herbal secara alami, sedangkan 
 
pengobatan medis yaitu dengan cara yang lebih modern dan perlu penanganan 
dari dokter.  
Dokter merupakan orang yang memiliki ilmu dalam hal kesehatan untuk 
memberikan pengobatan kepada orang yang sakit. Sebelum dokter memvonis 
suatu penyakit yang dialami oleh pasien, pasien dapat berkonsultasi terkait 
jenis penyakitnya. Tindakan tersebut bertujuan untuk memudahkan dokter 
mengenal jenis penyakit yang dialami pasien agar tidak salah dalam 
penanganan medis. 
 Kedokteran dalam bahasa Arab disebut sebagai al-Thibb. Ungkapan ini 
diketahui sejak zaman nabi serta dapat dijumpai dalam beberapa teks hadȋts. 
Secara praktis al-Thibb berarti pengobatan fisik dan jiwa.  
Arti al-Thibb adalah keahlian atau kepakaran dalam berbagai bidang, 
seseorang yang ahli di dalam suatu bidang disebut al-Thabib, maka dari itu ahli 
kedokteran disebut sebagai suatu penyebutan jamaknya Attiba.
8
 Secara 
terminologi Ibn Rusyd mendefinisikan Ilm al-Thibb merupakan ilmu yang 
membahas tentang keadaan manusia dari segi sehat atau tidak, tujuannya 




 Interaksi antara dokter dengan pasien itu merupakan suatu hubungan yang 
termasuk dalam perjanjian antara dokter dan pasien atau yang disebut transaksi 
terapeutik. Terkait Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat substansi 
                                                             
8
 Ibn Manzur, Lisān al-Arab, (Beirut: Da’al al-Fikr, 1994), h. 554. 
9
Safrowi, Skripsi, Perlidungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan 
Malapraktik Medik, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010) pada tanggal 5 april pukul 07:09 
Wib. 
 
yang membahas tentang perjanjian. Inilah yang mengikat antara pasien dan 
dokter sehingga dalam perjanjian tersebut dokter memberikan suatu pernyataan 
tertulis kepada pasien atau keluarganya untuk bisa dilakukan secara intensif 
terkait langkah selanjutnya.  
Tindakan medis dokter tersebut berupa suatu tindakan yang disebut 
sebagai informed consents. Interaksi antara dokter dengan pasien, ketika pasien 
berkonsultasi dengan dokter. Mengenai tindakan tersebut mulai timbulnya 
suatu perikatan dalam suatu proses transaksi terapeutik berdasarkan pada 
ketentuan-ketentuan yang telah sesuai koridor pelayanan kesehatan.  
Kemudian dari transaksi tersebut mengikat di antara kedua subjek hukum, 
dan terikat ke dalam suatu ketentuan hukum.Berdasarkan pada KUH Perdata 
pasal 1320 bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi lima 
syarat kumulatif. : 
1. Adanya kesepakatan. 
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. 
3. Objek tertentu. 
4. Tujuan perjanjian. 
5. Akibat perjanjian yang sah.10 
Kelima unsur ini mengenai suatu perjanjian dan dikaitkan pada transaksi 
terapeutik sendiri ini telah sesuai dengan kriteria dalam transaksi terapeutik 
tersebut. 
                                                             
10
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,  (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 
2014), h. 305. 
 
Ditinjau berdasarkan perjanjian dalam KUH Perdata memiliki dua macam 
tindakan, yakni prestasi dan wanprestasi. Definisi dari prestasi sendiri ialah 
suatu hal yang harus dipenuhi oleh seorang debitur dalam setiap perikatan.
11
 
Debitur disini ialah dokter yang telah berkewajiban memenuhi prestasi.  
Wanprestasi sendiri ialah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah 
disepakati dalam perikatan
12
 atau perjanjian.Ditinjau dari sudut hukum, 
hubungan hukum antara dokter dengan pasien berada dalam suatu perikatan 
hukum (inspanningverbintenis). Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam 
literatur hukum di Indonesia.  
 Perikatan hukum tersebut adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek 
hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau 
memberikan sesuatu (Pasal 1313 juncto 1234 BW) yang disebut sebagai 
prestasi atau wanprestasi.
13
 Sumber lahirnya perjanjian terdapat dua kelompok 
perjanjian hukum, kelompok pertama ialah perjanjian yang lahir dari sebab 
suatu kesepakatan (Pasal 1313-1351 BW) dan yang lainnya oleh sebab 
Undang-Undang (Pasal 1352-1380 BW). Hubungan antara dokter dengan 
pasien tersebut berada dalam kedua jenis perjanjian tersebut atau perikatan 
tersebut. 
Mengenai pelanggaran kewajiban hukum dokter dalam transaksi 
terapeutik berdasarkan hukum karena kesepakatan yang membawa suatu 
keadaan wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi. Berdasarkan kelalaian 
atas suatu tindakan atau disebut karena terjadinya suatu hal yang menyimpang 
                                                             
11
 Ibid, h. 239. 
12
 Ibid, h. 240. 
13
 Chazawi Adam, Malapraktik Kedokteran, ...., h. 36. 
 
dari hal yang seharusnya. Perjanjian kedua disebabkan suatu Undang-Undang 
dikarenakan pelanggaran hukum dokter terhadap kewajiban dokter yang 
muncul suatu perbuatan melawan hukum.
14
 
Tujuan hukum Islam adalah untuk mensejahterakan umat manusia. Tidak 
terbatas kepada komunitas tertentu atau wilayah yang secara eksklusif untuk 
umat Islam saja, akan tetapi semua umat manusia dalam permasalahan di 




 Begitu juga mengenai masalah perjanjian dalam Islam ini disebut sebagai 
akad yang mana perikatan atau perjanjiannya sesuai dengan syarȋ‟at yang 
berpengaruh pada objek atau yang diakadkan pada suatu perikatan.Begitu 
halnya dengan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, di mana kedua 
subjek tersebut saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dikaitkan dalam 
hukum Islam mengenai ketentuan berdasarkan rukun dan syarat akad syariat 
Islam yaitu : 
1. Para pihak yang membuat akad (al-Āqidan). 
2. Pernyataan kehendak para pihak (Shighatul-„Aqd). 
3. Objek akad (Mahal al-„Aqd) dan  
4. Tujuan akad (Maudhu‟ al-„Aqd).16 
 Berdasarkan rukun perjanjian dari Islam mengenai perikatan yang muncul 
karena perjanjian dalam proses transaksi terapeutik sudah terpenuhi 4 unsur 
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tersebut. Kaitan antara hukum positif dan Islam sudah seimbang, di mana 
dalam perjanjian terapeutik adanya orang yang terikat dalam suatu perjanjian 
yaitu antara dokter dan pasien. Selanjutnya ada benda yang diakadkan 
sedangkan dalam transaksi terapeutik benda atau objek yang diakadkan adalah 
suatu bentuk kebutuhan penyembuhan atau pengobatan diri pasien. 
Setelah itu ada tujuan pokok dari diadakannya perikatan atau perikatan 
yang timbul karena perjanjian tersebut, tujuan dari transaksi terapeutik itu 
adalah untuk memberikan penanganan terhadap pasien.Terakhir ialah adanya 
pernyataan yang disampaikan dari masing-masing pihak yang melakukan akad 
atau perjanjian berupa ijab. Berdasarkan syarat-syarat yang terkait dengan 
rukun akad ini disebut syarat yang jumlahnya seperti yang terlihat dari apa 
yang dikemukakan di atas dan syarat tersebut ada delapan macam yaitu :  
1. Orang yang cakap (Tamyiz). 
2. Berbilang pihak. 
3. Persesuaian ijab dan kabul. 
4. Kesatuan majelis akad. 
5. Objek akad dapat diserahkan. 
6. Objek akad dapat ditransaksikan. 
7. Objek akad dapat ditentukan. 
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.17 
 Syarat di atas dalam perikatan karena perjanjian mengenai transaksi 
terapeutik dokter-pasien sudah sesuai sehingga tidak bertentangan dengan 
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hukum Islam. Jauh sebelum kedokteran modern merumuskan tentang 
malapraktik dan ketentuannya baik dari tindakan dokter yang diperbolehkan 
dan dilarang. Ketika bertentangan dengan suatu perikatan yang telah ditentukan 
atau perbuatan melawan hukum sehingga dalam hal perikatan yang timbul 
karena perjanjian tidak terpenuhinya kabul, maka dokter selaku orang yang 
cakap hukum di sini dikenakan pertanggungjawaban hukum.  
Islam telah meletakkan dasar mengenai hal ini, syarat terpenuhi secara 
maksimal jika debitur maupun kreditur di sini menepati janji, namun dalam hal 
transaksi terapeutik di sini hanya dokter yang wajib memenuhi janji karena 
dokter sebagai debitur, hal ini dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76  
         هللا         
Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa maka 




 Peraturan dalam ketentuan hukum positif dan hukum Islam, suatu 
perjanjian yang terbentuk melanggar ketentuan hukum dapat disebut juga 
sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau dalam Islam tidak terciptanya 
kabul.
19
 Transaksi antara dokter dan pasien sama saja seperti halnya transaksi 
antara penjual dan pembeli atau penyedia jasa dan penerima jasa dilarang 
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melakukan pelanggaran terhadap suatu transaksi, ini dijelaskan juga di dalam 
surat An-Nisa ayat 29-30. 
                       
               هللا            
                     هللا 
      
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu 
dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 
maha penyayang kepadamu. Barang siapa berbuat demikian dengan 
melanggar hak dan aniaya, maka kami akan memasukkanya 





 Mengenai hal ini, bisa dianggap jika telah melaksanakan perikatannya, 
apabila dia telah melakukan upaya seperti yang lazimnya dilakukan oleh 
ketentuan pada umumnya. Namun dalam praktiknya di lapangan masih sangat 
banyak terjadi ketidaktahuan karena kurangnya pemahaman mengenai 
transaksi terapeutik khususnya bagi pasien. Sebelum menjalankan terapi dalam 
tindakan medis oleh pasien dan dokter melakukan suatu interaksi dan 
mengikatkan diri dalam sebuah transaksi terapeutik, setelah mendapatkan 
penanganan medis penyakit pasien justru tidak mengalami perubahan bahkan 
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bisa sampai menimbulkan kerugian atau penyakit bertambah parah karena 
tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal pengobatan. 
Pasien yang tidak paham ketika tindakan dokter tersebut sesuai dengan 
ketentuan awalnya dan ketentuan standarisasi pelayanan operasional atau tidak. 
Namun pasien yang merasa dirugikan tetap menggugat dokter yang menangani 
pengobatannya, karena pasien merasa tindakan yang menimbulkan kerugian 
bagi dirinya itu merupakan suatu tindakan malapraktik kedokteran, padahal 
belum tentu semuanya benar atas gugatan tersebut, khususnya pembahasan 
mengenai tindakan dokter yang melakukan tindakan wanprestasi dalam ruang 
lingkup hukum perdata. 
Seperti contoh dalam kasus di negara Amerika Serikat antara Sullivan & 
O‟conner seorang artis mengadakan hubungan kontrak dengan dokter untuk 
operasi plastik guna memperindah hidung artis tersebut. Dokter menjanjikan 
akan membuatnya lebih cantik namun operasi tersebut mengalami kegagalan 
bahkan sampai dilakukan tindakan dua kali akan tetapi menghasilkan bentuk 
hidung yang sangat buruk dari sebelumnya, sehingga hakim dalam 
memutuskan perkara tersebut memenangkan penggugat karena dengan alasan 
dokter tersebut telah melanggar kontrak yang telah dijanjikan sebelumnya.  
 Demikian penjelasan di atas dari tindakan dokter terhadap pasien yang 
dalam unsur tindakan dokter tersebut kemungkinan terjadi tindakan 
malapraktik kedokteran yang hubungannya dengan perbuatan wanprestasi akan 
tetapi adanya perlindungan hukum bagi pihak pasien maupun dokter agar 
menciptakan jaminan hukum bagi kedua belah pihak dan ketentuan dalam 
 
penerapan praktik transaksi terapeutik dalam ruang lingkup perdata,baik dari 
ruang lingkup hukum positif maupun dalam hukum Islam. 
 
D. Fokus Penelitian 
 Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan dari suatu penelitian merupakan 
tindakan untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring suatu 
informasi
21
  Sehingga dapat dikatakan bahwa fokus penelitian juga merupakan 
suatu batasan ruang dalam research development supaya penelitian yang 
dilakukan tidak terbuang sia-sia dikarenakan ketidakjelasan suatu 
pengembangan pembahasan. dengan demikian yang menjadi fokus penelitian 
ini adalah Transaksi Terapeutik dan Korelasinya dengan Malapraktik 
Kedokteran Perspektif Hukum Positif & Hukum Islam (Studi Pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Abdoel Moelok)  
 
E. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana implementasi proses transaksi terapeutik antara dokter dengan 
pasien dalam penanganan medis berdasarkan ketentuan peraturan? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam 
transaksi terapeutik mengenai penanganan medis? 
3.  Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai 
transaksi terapeutik korelasi dengan malapraktik kedokteran dalam hal 
tindakan wanprestasi dokter? 
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F. Tujuan Penelitian  
 Berdasarkan pada suatu rumusan masalah di atas,penelitian ini mempunyai 
tujuan sebagai berikut :  
1. Tujuan Penelitian. 
a. Untuk memahami bagaimana penerapaan proses transaksi dalam 
perikatan yang timbul karena perjanjian antara dokter dengan pasien 
dalam penanganan medis terhadap standarisasi pelayanan kesehatan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Rumah Sakit 
Umum Daerah Abdoel Moelok.  
b. Untuk memahami bagaimana bentuk dan upaya perlindungan hukum 
bagi dokter maupun pasien dalam transaksi terapeutik mengenai 
penanganan medis bagi kedua pihak di rumah sakit. 
c. Untuk memahami bagaimana pandangan dari hukum positif dan hukum 
Islam mengenai suatu transaksi terapeutik menimbulkan tindakan 
wanprestasi dokter korelasi terhadap malapraktik kedokteran di Rumah 
Sakit Umum Daerah Abdoel Moelok. 
 
G. Siginifikansi Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 
wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi 
akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber 
teori yang ada terutama hukum perjanjian positif dan hukum perjanjian 
 
Islam pada umumnya dan khussusnya mengenai transaksi terapeutik 
dalam tindakan penanganan medis dokter berdasarkan standarisasi 
pelayanan praktik kedokteran. 
b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan 
datang dibidang perikatan terhadap unsur-unsur tindakan malapraktik 
kedokteran dalam hal wanprestasi berdasarkan hukum positif dan 
Islam. 
 
2. Secara praktis 
a.  penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri 
khussusnya maupun orang lain pada umumnya selain itu juga untuk 
melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 
program studi Ahwal-Syakhshiyah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 
di UIN Raden Intan Lampung. 
b. Memberikan sumbangsih yang aktif ataupun pasif khususnya tentang 
ilmu keperdataan umumnya sehingga berfungsi untuk mengetahui 
tentang tindakan unsur-unsur wanprestasi terhadap malapraktik 
kedokteran mengenai transaksi terapeutik ditinjau dari hukum positif 






H. Metode Penelitian 
Metodologi merupakan yang pada hakikatnya memberikan pedoman atau 
tuntunan,tentang cara seorang peniliti dalam mempelajari,menganalisa,dan 
memahami suatu situasi yang akan dialaminya. 
 Sebagaimana metodologi yang dimaksud oleh Robert Bogdan dan Steven 
J. Taylor : 
“…the process, principles, and procedures by which we approach 




 Sehingga dalam pandangan hemat penulis yang dimaksud oleh Robert 
Bogdan & Steven J Taylor bahwa metodologi merupakan suatu langkah yang 
mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu 
permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban 
yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. 
 Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian 
yang dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,
23
 sehingga metode yang 
digunakan dalam penelitian ini (research) menggunakan penelitian kualitatif 
yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, sehingga dalam penelitian ini 
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  
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I. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian  
Apabila jika dilihat dari penelitian ini yang dilihat berdasarkan 
jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 
suatu data atau informasi dengan wawancara dan pendataan yang 
berkaitan dengan lapangan. Sehingga terkait dengan hal ini, penulis 
melakukan penelitian terhadap perspektif hukum positif dan hukum 
Islam mengenai judul penulis yaitu terhadap Transaksi Terapeutik dan 
Korelasinya dengan Malapraktik Kedokteran Perspektif Hukum Positif 
& Hukum Islam. 
b. Sifat penelitian    
Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu di mana 
merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin 
mengenai gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan manusia dengan 
aspek perbandingan antara satu terapan ilmu hukum yang satu dengan 
yang lainnya. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang 
dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal 
ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara objektif 
terkait perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang transaksi 




J. Sumber Data  
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan suatu objek yang 
diteliti.
24
 Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian 
dengan wawancara dengan pihak terkait seperti dokter yang paham atas 
transaksi terapeutik. 
b. Data Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan 
untuk menjelaskan suatu penelitian dari bahan-bahan hukum primer.
25
 
Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data 
yang bersumber dari buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, 
kitab hukum, peraturan yang ada dan sebagainya yang berkenaan 
dengan judul dari penulis. 
c. Data Tersier 
 Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaanya untuk 
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan data 
primer dan sekunder.
26
 Kemudian cara pencarian data-data ini dengan 
menggunakan data yang bersumber pada dari kamus, transkrip, daftar 
bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan 
judul dari penulis. 
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K. Metode pengumpulan data  
Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan 
mengambil langkah, yakni dengan survey lapangan yang berkaitan dengan 
judul penelitian ini. 
a. Observasi 
Yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan secara 
cermat dan sistematik terhadap suatu penelitian.
27
 Mengenai penelitian 
ini, penulis mengamati objek yang berada di lapangan. 
b. Wawancara 
Yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data 
penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 
pewawancara dengan orang diwawancarai melalui komunikasi 
langsung.
28
 Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara 
langsung kepada pihak yang berkaitan seperti dokter yang berkaitan dan 
melakukan transaksi terapeutik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul 
Moelok. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu 
dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, 
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d. Populasi dan Sampel 
a. Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-
objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang oleh 
peneliti diterapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
30
 yang menjadi populasi ini adalah Rumah Sakit 
Umum Daerah Abdoel Moelok yaitu dokter yang akan diteliti oleh 
peneliti yang terdiri dari keseluruhan 120 dokter.  
b. Sampel adalah metode atau teknik yang dapat mewakili populasi, 
yaitu dengan menentukan anggota sampel dengan jenis purposive 
sampling yaitu penelitian yang dilakukan dengan beberapa daerah 
terkunci.
31
sehingga berdasarkan teori Suharsimi Arikunto, sampel 
yang akan diwawancarai yaitu 10% dari keseluruhan jumlah 120 
dokter, dengan jumlah 12 dokter.  
 
L. Teknik Pengolahan Data  
Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian 
ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data 
yang diantaranya sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan data (editing) di mana ini merupakan cara yang dilakukan 
oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang 
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sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan 
relevansinya dari data-data yang diperoleh. 
b. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam 
menempatkan data yang menurut data atau kerangaka sistematika 
bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari 
hasil penelitian tersebut. 
 
M. Analisis Data 
Menurut Nasution, analisa data adalah proses penyusunan, 
pengkategorian data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk 
memahami maknanya.
32
 Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat 
berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah 
penelitian (research). Penggunaan pada semua analisis data penelitian 
kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama 
keberlangsungan penelitian tersebut. 
Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan 
data disatukan terhadap suatu analisa data.
33
 Ketika seluruh data penelitian 
sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan 
pengolahan data melalui proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali 
terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban 
atau informasi. 
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Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan 
menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif. 
Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berpikir 
dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus”.
34
 Metode deduktif 
digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang 
berdasarkan pada akidah dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam 
tentang suatu proses kontrak atau perikatan yang timbul karena perjanjian 
dalam transaksi terapeutik dokter-pasien korelasi dengan malapraktik 
kedokteran yang berdasarkan pada suatu unsur tindakan atau action dari 
dokter tersebut. Bentuk implementasi pelaksanaan transaksi terapeutik 
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A. Perjanjian Terapeutik 
1. Definisi Terapeutik 
Transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dengan 
pasien yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dari pasien terhadap 
dokter disebut dengan istilah transaksi terapeutik. Pola tersebut dalam hal 
objek transaksi terapeutik adalah dokter mengupayakan pertolongan 




Hubungan ini menjadikan transaksi terapeutik sebagai pelayanan 
kesehatan (medical service). Hubungan antara dokter dan pasien dalam 
transaksi terapeutik semakin berkembang dan lebih seimbang, baik antara 





2. Asas Hukum Transaksi Terapeutik 
Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dengan 
pasien, maka dari itu berlaku asas hukum yang mendasari perjanjian 
terapeutik, antara lain: 
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a. Asas Legalitas. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yang tersirat dalam pasal 
50, menegaskan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan 
atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai bidang keahlian dan 
kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan.
37
 Maksud dari asas 
legalitas dikaitkan dalam transaksi terapeutik berarti pelayanan medis 
hanya dapat terselenggara jika tenaga kesehatan yang bersangkutan telah 
memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah diatur di dalam undang-
undang.  
b. Asas Keseimbangan. 
Asas dari keseimbangan dapat dikatakan bahwa di samping 
memberikan kepastian serta perlindungan terhadap kepentingan, di 
samping itu juga memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang 
terganggu keadaan semula (restitutio in entegrum). Sehingga dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas ini terkandung di dalam 
pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:  
“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat. perlindungan, penghormatan 




Berdasarkan pada asas keseimbangan dikaitkan dalam pasal tersebut 
kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan 
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individu dan masyarakat, fisik dan mental, serta antara material dan 
spiritual. 
c. Asas Tepat Waktu  
Asas tepat waktu, dalam transaksi terapeutik sangat diperlukan 
dikarenakan dokter selaku profesional di bidang medis, diharuskan 
bertindak tepat pada saat dibutuhkan. Maksud lain dari asas tepat waktu, 
yaitu suatu tindakan yang harus segera dilakukan dalam penanganan 




d. Asas Iktikad Baik 
Pasal 1338 KUH Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian harus 
didasarkan pada iktikad baik (goede trouw), jika iktikad baik dilihat 
sebagai terjemahan dari kata bonafides (bona= saleh; fides= percaya), 





3. Tujuan Transaksi Terapeutik  
Timbulnya perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang 
mengikatkan diri, terdapat pula tujuan dari dilaksanakannya perjanjian. 
Begitu halnya mengenai hubungan transaksi terapeutik yaitu memiliki 
tujuan yang penting di mana tujuan tersebut sebagai berikut: 
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a. Untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit 
Mengenai hubungan ini pemberi pelayanan medik diwajibkan untuk 
memberikan bantuan medik yang dibatasi oleh kriterium memiliki 
kemampuan untuk menyembuhkan, dan dapat mencegah atau 
menghentikan proses penyakit yang bersangkutan. 
b. Untuk meringankan penderitaan  
Mengenai hubungan ini tindakan medik yang dilakukan dalam 
penyembuhan penyakit dan pemulihan pasien haruslah secara nyata 
ditujukan untuk memperbaiki kondisi atau keadaan pasien, sehingga 
untuk meringankan penderitaan pasien metode terapeutik yang  lebih 
menyakitkan harus dihindarkan. 
c. Untuk mendampingi pasien 
Kegiatan yang sifatnya mendampingi pasien seharusnya sama besar 





4. Hak dan Kewajiban Dokter-Pasien Dalam Transaksi Terapeutik 
Berbicara mengenai hak dan kewajiban atas kesehatan yang harus 
dimiliki oleh setiap orang, negara memberi jaminan untuk mewujudkannya. 
Jaminan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran. Berbicara mengenai hak dan kewajiban pasien dalam 
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pelayanan kesehatan, secara umum hak dokter tersebut dapat diperincikan 
sebagai berikut: 
a. Berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang tugas sesuai 
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 
b. Berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 
keluarga dari pasien. 
c. Berhak menerima imbalan jasa.42 
Selanjutnya membahas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
dokter dan dokter gigi, maka dapat diperincikan sebagai berikut: 
a. Berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar 
profesi dan standar operasional prosedur. 
b. Berkewajiban merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang 
mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak 
mampu melakukan suatu pengobatan atau pemeriksaan. 
c. Berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 
pasien, bahkan sekaligus pasien meninggal dunia. 
d. Berkewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, 
terkecuali bila ia yakin ada orang lain atau dokter yang mampu 
melakukannya. 
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Pembahasan selain mengenai hal hak dan kewajiban dari dokter, 
informasi atau hal substansi mengenai hak dan kewajiban pasien perlu 
dijabarkan, sehingga berikut perincian hak dari pasien dalam transaksi 
terapeutik sebagai berikut: 
a. Berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan 
medis seperti diagnosis serta tata cara tindakan medis, sampai alternatif 
tindakan lain dalam hal pengobatan dan risiko-risikonya. 
b. Berhak meminta pendapat dari dokter atau dokter gigi lain mengenai 
hal penyakitnya. 
c. Berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang 
berhubungan dengan penyakit pasien. 
d. Berhak mendapatkan isi dari rekam medis atau medical record dari 
dokter atau pihak rumah sakit.
44
 
Selanjutnya mengenai kewajiban dari pasien dapat dirincikan dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 sebagai berikut: 
a. Berkewajiban menghormati pasien lain dan tenaga kerja kesehatan  
b. Berkewajiban memberikan informasi yang jujur, lengkap, sesuai dengan 
pengetahuan tentang masalah kesehatannya. 
c. Berkewajiban memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang telah 
diterima,
45
 sehingga setelah proses pengobatan selesai, pasien berhak dan 
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wajib memberikan imbalan atas jasa dokter dalam memberikan 
penanganan medis. 
 
B. Malapraktik Kedokteran 
1. Definisi Malapraktik  
Malapraktik dalam arti umum yaitu suatu praktik (khususnya praktik 
dokter) buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai 
profesi, sedangkan dalam artian khusus jika dilihat dari pasien, malapraktik 
dapat terjadi apabila dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi, 
perawatan dan sesudah perawatan.
46
 
Atau bisa dikatakan berdasarkan kesimpulan Samuel Knapp dalam 
jurnal internasionalnya yang berjudul. Malapractice risks with suicidal 
patients. mendefinisikan mengenai malapraktik sebagai berikut: 
“Malapractice is an act or the omission of an act by a mental health 
professional which is inconsistent with reasonable skill and care used by 
other professional and which result and injury to the patient. Also, the 
failure to use reasonable standards in the diagnosis or treatment of the 




Sehingga dapat dikatakan berdasarkan kutipan definisi dari Samuel 
Knapp bahwa. Malapraktik adalah tindakan atau kelalaian suatu tindakan 
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oleh profesional kesehatan yang tidak konsisten yang mengakibatkan cidera 
pada pasien, dan kegagalan untuk menggunakan standar dalam diagnosis 
yang mengakibatkan kerusakan pada pasien.  
 
2. Dasar Hukum Praktik Dokter 
Suatu profesi apa saja dalam tindakan praktiknya pasti memiliki dasar 
hukum terhadap praktik tersebut, bukan hanya dokter saja dalam melakukan 
suatu kegiatan praktik diatur ke dalam suatu peraturan yang berlaku. Seperti 
halnya profesi pengacara dalam tindakan menjalankan praktik memberikan 
bantuan hukum diatur ke dalam peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tentang Advokat, begitu juga halnya dalam praktik profesi 
lainnya termasuk praktik dokter yang dituangkan ke dalam peraturan di 
antaranya :  
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang 




3. Kriteria Malapraktik 
a. Malapraktik Kriminal 
       Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai malapraktik kriminal 
jika tindakan tersebut terpenuhinya rumusan delik pidana, pertama yaitu 
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perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela (actus reus), kedua 
ialah dilakukan atas sikap batin yang salah (mens rea).
49
 
b. Malapraktik Civil 
Malapraktik civil ini terjadi jika dokter tidak melakukan 
kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang 
telah disepakati dan dokter melakukan perbuatan melawan hukum dalam 
perdata sehingga ini kenapa disebut sebagai malapraktik civil.
50
 
c. Malapraktik Administrasi 
Dikatakan malapraktik admnistrasi jika dokter melanggar hukum tata 
usaha negara, contoh dari administrasi ini adalah dokter dalam 
menjalankan praktik tanpa adanya lisensi (lisence), tidak sesuai dengan 
izin yang dimiliki, dalam menjalankan praktiknya lisensi yang 
dimilikinya kedaluwarsa atau masa izin habis, serta tidak membuat suatu 




4. Teori-Teori Malapraktik 
Istilah malapraktik berasal dari kata “malapractice”, dalam  bahasa 
belanda disebut dengan istilah “kunstfout” yang berarti (seni salah), 
sehingga bisa dikatakan sebagai suatu tindakan medis yang dilakukan tidak 
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atas unsur kesengajaan akan tetapi terdapat unsur lalai yang tidak patut 
dilakukan oleh seorang ahli dalam dunia medis.
52
 
Buku the law of hospital and health care administration yang ditulis 
ole Arthur F. Southwick, mengemukakan bahwa ada tiga teori yang 
menyebutkan sumber dari suatu perbuatan malapraktik 
a. Teori Pelanggaran Kontrak 
Teori pelanggaran kontrak ini menyebukan bahwa sumber timbulnya 
perbuatan malapraktik adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak atas 
prinsip yang secara hukum, seorang dokter tidak mempunyai kewajiban 
merawat seseorang bila di antara keduanya tidak terdapat suatu hubungan 
kontrak antara dokter dan pasien.
53
 Sehubungan dengan teori pelanggaran 
kontrak antara dokter dengan pasien terjadi jika telah tercapainya kontrak 
di antara kedua belah pihak dan terjadi jika dalam perjanjian dalam 
kontrak dokter-pasien itu, dokter melanggar kontrak yang telah 
dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dalam tindakan medis.  
b. Teori Perbuatan yang Disengaja 
Teori ini dapat dipakai oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat 
dokter karena perbuatan malapraktik adalah kesalahan yang dibuat atas 
unsur kesengajaaan, sehingga mengakibatkan seseorang secara fisik 
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c. Teori Kelalaian  
Mengenai teori kelalaian ini menyatakan bahwa sumber perbuatan 
malapraktik adalah kelalaian, (negligence). Contoh dari kasus ini adalah 
yang terjadi pada anak umur 12 tahun yang mengalami patah tangan, 
karena mengikuti olahraga di sekolah, sehingga ia menunggu selama 6 
jam di rumah sakit di kota New York, karena alasan dokter di rumah 
sakit tersebut sedang sibuk lantas anak tersebut mengalami sakit yang 
bertambah parah karena tidak mendapatkan pertolongan, sehingga ketika 





C. Hukum Positif 
1. Definsi Hukum Positif 
Hukum positif merupakan aturan atau ketetapan yang mengatur 
tingkah laku manusia yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi 




2. Bidang-bidang Hukum Positif 
Peninggalan hukum belanda, hukum Islam dan hukum adat. Hukum-
hukum tersebut merupakan bidang hukum yang berlaku di Indonesia, yang 
dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatan 
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bernegara dan mematuhi ketiga hukum tersebut. Berikut pembidangan 














3. Definisi Hukum Perikatan 
Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata 
verbintenissenrecht, sehingga dapat didefinisikan bahwa hukum perikatan 
merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 
subjek hukum yang satu dengan subjek yang lain, di mana subjek hukum 
yang satu berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan subjek yang lain 
berkewajiban memenuhi suatu prestasi.
58
 Hubungan perikatan dalam 
transaksi terapeutik ini bahwa dokter yang merupakan sebagai pihak debitur 
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yang harus memenuhi suatu prestasi dalam hal perikatan medis, sedangkan 
pasien sebagai pihak kreditur dalam hal tindakan medis. 
 
4. Unsur-unsur Perikatan 
Setiap konsep perikatan dapat diidentifikasikan paling sedikit empat 
unsur perikatan. Agar setiap perikatan sah dan mengikat para pihak, maka 
setiap perikatan haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
berdasarkan undang-undang, sebagai berikut:  
a. Subjek Perikatan 
Subjek perikatan juga termasuk pelaku perikatan. Perikatan yang 
dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena adanya perjanjian dan 
karena ketentuan undang-undang. Pelaku perikatan dapat terdiri atas 
pribadi dan juga badan hukum, sehingga setiap pelaku perikatan harus 
bebas menyatakan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak 
manapun, tidak ada penipuan dari salah satu pihak, dan tidak ada 
kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan.
59
 
b. Wewenang berbuat 
Setiap pihak dalam perikatan harus mempunyai wewenang berbuat 
menurut hukum dalam mencapai persetujuan kehendak (ijab kabul). 
Persetujuan kehendak adalah pernyataan untuk saling memberi dan 
menerima secara lugas dalam bentuk tindakan nyata (real action), pihak 
yang satu menyatakan memberi sesuatu dan menerima sesuatu dari pihak 
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lain, dan pihak lain juga menyatakan memberi sesuatu dari pihak satu 
dengan isi perikatan, dengan kata lain persetujuan kehendak adalah 
pernyataan saling memberi dan menerima secara nyata dan mengikat 
antara kedua belah pihak.
60
 
c. Objek Perikatan 
Objek perikatan dalam hukum perdata selalu bersifat benda ataupun 
jasa untuk melakukan sesuatu. Atas dasar ini objek perikatan yang 
dimaksud yaitu yang dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya 
memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan.
61
 Sedangkan dalam 
perikatan mengenai transaksi terapeutik yang menjadi objek perikatan 
adalah jasa atas tindakan dokter dalam upaya penanganan medis untuk 
mengupayakan keringanan atau perubahan pada diri pasien ataupun 
kesembuhan pasien. 
d. Tujuan Perikatan 
Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan adalah terpenuhinya 
prestasi bagi kedua pihak, prestasi yang dimaksudkan ialah harus halal, 
artinya tidak dilarang dalam undang-undang, tidak dilarang dengan 
ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Prestasi tersebut 
dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan 
sesuatu (jasa) bahkan kewajiban tidak melakukan sesuatu.
62
 Pada 
perikatan transaksi terapeutik, misalnya transaksi medis dokter dengan 
pasien di mana bentuk prestasinya adalah pihak pasien membayar 
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sejumlah uang untuk proses medis atau pengobatan, sedangkan dokter 
memberikan jasa atas layanan pengobatan sesuai standar profesi dan 
standar prosedur operasional serta kesepakatan yang dibuat khusus dalam 
perikatan transaksi terapeutik.  
 
5. Asas-Asas Perikatan.  
a. Asas Kebebasan Berkontrak. 
Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa:  
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Asas ini sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kebebasan 
berkehendak. Kebebasan berkontrak didasarkan atas paham 
individualisme yang secara historial lahir di zaman yunani, yang 
menyatakan bahwa setiap orang bebas memperoleh apa yang 
dikehendakinya dalam hukum perjanjian hukum falsafah ini diwujudkan 
dalam kebebasan berkontrak. Walaupun sebelumnya semua perjanjian 
dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak diberlakukan secara mutlak, 
sehingga dikecualikan sebagai berikut:  
1). Adanya keadaan memaksa. 
2). Berlakunya ketentuan pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 
 
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 




b. Asas Konsesualisme 
Asas konsesnsualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 
KUH Perdata yang berbunyi “salah satu syarat sahnya perjanjian adalah 
kesepakatan kedua belah pihak”. Sehingga mengandung makna bahwa 
perikatan itu diadakan tidak secara formal tetapi cukup dengan 
kesepakatan kedua belah pihak. 
64
 
c. Asas Pacta Sunt Servada 
Asas pacta sun servada berhubungan dengan akibat perjanjian hal 
ini dapat disimpulkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang 
berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang”, sehingga dalam perkembangan asas pacta sun servada ini 
diberi arti pactum, yaitu sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah 
dan tindakannya formalitas lainnya, sedangkan nudus pactum sudah 
cukup dengan sepakat saja.
65
 
d. Asas Keseimbangan  
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan 
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e. Asas Kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum ini diartikan bahwa perjanjian sebagai figur 
hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari 




f. Asas Moral 
Asas moral ini terikat pada suatu perjanjian wajar di mana suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak untuk 




g. Asas Kepercayaan 
Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang 
yang akan mengadakan suatu perjanjian, akan memenuhi setiap prestasi 




6. Jenis-Jenis Perikatan 
a. Perikatan bersyarat 
Perikatan bersyarat (voorwardelijk verbintenis) adalah perikatan 
yang digantungkan pada syarat. Syarat itu merupakan suatu peristiwa 
yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi, baik dengan 
menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadinya peristiwa 
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maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak 
terjadinya peristiwa (Pasal 1253 KUH Perdata), sehingga berdasarkan 
ketentuan pasal ini perikatan bersyarat dapat dibedakan menjadi dua 




b. Perikatan manasuka 
Pada perikatan manasuka, objek prestasi ada dua macam benda, 
dikatakan manasuka dikarenakan debitur boleh saja memenuhi prestasi 
dengan memilih salah satu diantaranya yang dijadikan objek perikatan. 
Namun debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian 
benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya, sehingga jika debitur 
dapat memenuhi salah satu objeknya maka perikatan dapat berakhir.
71
 
c. Perikatan Fakultatif 
Perikatan fakultatif yaitu perikatan di mana debitur wajib memenuhi 
suatu prestasi tertentu saja atau prestasi lain yang tertentu pula. Hanya 
ada satu objek dalam perikatan fakultatif, akan tetapi jika debitur tidak 




d. Perikatan Tanggung-Menanggung 
Pada perikatan tanggung-menanggung dapat terjadi jika seorang 
debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur atau jika seorang 
kreditur berhadapan dengan beberapa debitur. Jika pihak kreditur terdiri 
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dari beberapa orang maka hal itu dinamakan tanggung-menanggung aktif 
begitu juga sebaliknya apabila terdiri dari beberapa debitur maka hal 
tersebut dinamakan tanggung-menanggung pasif.
73
 
e. Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi 
Suatu perikatan dikatakan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi jika 
yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut 
imbangan, lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari 
prestasi tersebut. Persoalan dapat atau tidak dapat dibagi itu mempunyai 
arti apabila mengenai perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitur 




f. Perikatan dengan Ancaman Hukuman 
Perikatan ini memuat ancaman hukuman terhadap debitur apabila dia 
lalai dalam memenuhi prestasinya. Ancaman ini bermaksud untuk 
memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perikatan, seperti yang 
telah diterapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, di 
samping itu juga sebagai upaya dalam menetapkan jumlah ganti kerugian 
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7. Wanprestasi  
Menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera 
janji, tidak menepati perjanjiannya dalam perjanjian tersebut.
76
 Dengan 
demikian wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi atau 
tidak melaksanakan prestasi yang sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu 
perjanjian. 
a. Macam-macam wanprestasi 
  Adapun seseorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan 
wanprestasi ada empat macam yaitu meliputi: 
1).  Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
2).  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. 
3). Debitur tidak memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. 




b. Akibat-akibat Wanprestasi 
  Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan 
kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat hukum bagi debitur yang 
melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu: 
1). Debitur harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur 
(Pasal 1243 KUH Perdata). 
2). Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian 
(Pasal 1267 KUH Perdata). 
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3). Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi 
(Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).  
4). Pembiayaan perkara apabila perkara diperkarakan di muka hakim 




D. Hukum Islam  
1. Definisi Hukum Islam  
  Konsepsi hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada 
umumnya, sehigga hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran 
agama, dan norma-norma yang bersumber pada religi. Umat Islam meyakini 
bahwa hukum Islam berdasarkan pada wahyu ilahi. Oleh sebab itu disebut 
sebagai syariah, yang berarti jalan yang digariskan tuhan untuk manusia.
79
 
 Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum 
Islam, istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi 
tertentu dari hukum Islam adalah syariah dan fikih diantaranya:  
a. Syariah  
Secara harfiah, kata “syarȋ‟ah” berarti jalan dan lebih khusus lagi 
jalan menuju ke tempat air. Dengan religiusnya syariah berarti jalan yang 
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b. Fikih  
Fikih berasal dari kata arab al-Fiqh yang berarti mengerti, tahu atau 
paham. Istilah fikih dipakai ke dalam dua arti yaitu dalam arti hukum 
(jurisprudence) dan mengenai arti hukum itu sendiri secara bahasa (law). 
Arti pertama fikih adalah hukum Islam di mana cabang studinya 
mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku 
manusia dalam berbagai hal, hubungannya baik hukum itu ditetapkan 




2. Sumber-sumber Hukum Islam 
Mengenai sumber utama dari hukum Islam ialah alquran dan hadȋts, 
sumber-sumber tambahan yang disebut Syafi‟i sebagai al-Ijmâ‟ dan al-
Qiyâs itu sesungguhnya adalah suatu metode yang digunakan dengan 
menggunakan akal pikiran manusia. Uraian mengenai sumber hukum Islam 
dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah (1) alquran dan (2) 
sunnah nabi, serta (3) akal pikiran (ra‟yu) dengan menggunakan beberapa 
metode yaitu ijmâ‟, qiyâs, istidlâl, al-mashâlih al-murshalah, istihsân, 
istishâb dan „urf. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Alquran 
 Alquran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. 
Memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji 
dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat 




Islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir, alquran adalah 
kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah.
82
 
b. Al-Sunnah atau Al-hadits 
 Al-Sunnah atau Al-Hadȋts adalah sumber hukum Islam kedua setelah 
alquran, berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang 
tercatatkan dalam kitab-kita hadȋts. Ucapan, perbuatan dan sikap diam 
nabi dikumpulkan tepat pada awal penyebaran Islam. Orang-orang yang 
mengumpulkan sunnah nabi, menelusurinya melalui riwayat ucapan, 
perbuatan serta pendiaman nabi.
83
 
c. Akal Pikiran (ijtihâd)  
 Sumber hukum Islam ketiga ialah akal pikiran manusia yang 
memenuhi syarat berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang 
ada pada diri manusia. Memahami kaidah-kaidah hukum yang 
fundamental yang terdapat dalam alquran, serta kaidah-kaidah hukum 
yang bersifat umum di dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi 
garis-garis hukum yang dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu 
atau merumukan garis-garis ketentuan yang belum terdapat di dalam 
sumber hukum Islam alquran dan hadȋts.
84
 ijtihâd ada beberapa metode 
untuk melakukannya diantaranya: 
1). Ijmâ‟ adalah menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut 
istilah ijmâ‟ berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada satu 
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2). Qiyâs adalah ukuran jika ditinjau menurut bahasa, namun menurut 
istilah yaitu suatu hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau 
perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara. 
Qiyâs adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk 
membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya, seperti contoh 
larangan meminum arak sehingga dapat menyebabkan minuman itu 
dilarang adalah illat-nya yakni memabukkan.
86
 
3). Istidlâl adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan 
misalnya adalah kesimpulan yang ditarik dari adat istiadat dengan 
agama yang diwahyukan sebelum Islam.
87
 
4). Mashâlih al-Mursalah adalah cara menentukan hukum sesuatu hal 




5). Istihsân adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang 




6). Istishâb adalah menentukan hukum sesuatu hal yang menurut keadaan 
yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya atau 
dengan kata lain ialah melangsungkan mengenai berlakunya suatu 
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7). „Urf adalah secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu. 
Sehingga „urf menurut istilah sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan 
manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan serta ucapan yang 




3. Ketentuan Umum Perikatan Hukum Islam   
a. Istilah dan Konsep Perikatan dalam Hukum Islam 
  Hukum perikatan yang dimaksud di sini adalah bagian dari hukum 
Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam 
menjalankan bidang ekonominya. Sehingga hukum perikatan Islam 
adalah kaidah hukum yang bersumber pada alquran, al-Sunnah, dan 
ijtihâd yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih 
mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.
92
 
  Sehingga perikatan juga merupakan akad yang menurut istilah 
adalah kesepakatan atau komitmen bersama baik tulisan maupun lisan 
antara dua pihak atau lebih yang terdapat implikasi hukum yang 
mengikat dalam pelaksanaanya. Sehingga dalam hukum Islam perikatan 
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tidak dibedakan dengan perjanjian. Keduanya identik dan menjadi satu 
kesatuan yang dapat disebut dengan istilah akad.
93
 
Akad juga dapat didefinisikan berdasarkan bahasa Arab yang berarti 
mengikat, menetapkan dan membangun. Ini kemudian diserap dalam 
bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian dan kontrak.
94
 
b. Macam-macam Perikatan dalam Hukum Islam 
  Apabila dilihat dari segi kegiatan objeknya, maka secara garis besar 
setidaknya ada empat macam perikatan, yaitu: 
1) Perikatan Utang  
Perikatan ini dimaksudkan bahwa suatu bentuk perikatan yang 
objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda. Konsep untuk 
memahami utang dalam hukum Islam adalah utang itu dinyatakan 
sebagai sesuatu yang terletak di dalam dzimmah seseorang. 
2). Perikatan Benda 
Perikatan benda yang dimaksudkan ialah suatu hubungan hukum 
yang objeknya adalah benda tertentu untuk berganti menjadi hak 
milik, baik bendanya sendiri atau manfaatnya. Perikatan benda ini ada 
di dalam suatu perikatan yang objeknya adalah benda tertentu yang 
tidak dapat diganti dengan yang lain, dengan kata lain perikatan benda 
adalah perikatan untuk menyerahkan benda tertentu, seperti 
menyerahkan kembali barang yang sudah selesai masa sewanya 
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3). Perikatan Kerja/Melakukan Sesuatu 
Peranjian kerja atau melakukan sesuatu adalah suatu hubungan 
hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu tindakan. Sumber 
perikatan kerja di sini adalah akad istishnâ dan ijârah, akad istishnâ 
itu sendiri adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, misal seperti 
seseorang meminta untuk dibuatkan lukisan kepada pelukis. Adapun 
ijârah dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas suatu 
beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad ijârah meliputi 




4). Perikatan Menjamin 
Perikatan ini dimaksudkan ialah bentuk perikatan yang objeknya 
menanggung (menjamin) suatu perikatan maksudnya, pihak ketiga 
mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap 
pihak pertama. Misalnya: A bersedia menjadi penanggung hutang B 
kepada C, sehingga dari sini perikatan A untuk menanggung utang B 






                                                             
95
 Ibid, h. 53. 
96
 Ibid, h. 55. 
97
 Ibid, h. 57. 
 
c. Sumber-sumber Perikatan dalam Hukum Islam 
Dapat diuraikan bahwa sumber-sumber hukum perikatan Islam 
berasal dari alquran, hadȋts dan ijtihâd. Sehingga di bawah in merupakan 
pembahasan-pembahasan diantaranya: 
1). Alquran 
 Sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama dalam 
hukum perikatan Islam, yang di mana sebagian besar hanya 
membahas kaidah-kaidah umum. Hal tersebut dapat dilihat dalam ayat 
alquran, dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi: 
         هللا          
Artinya: “Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan 
bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertakwa.;” (Qs: 4: 76).
98
 
 Selain itu dijelaskan juga oleh dalam alquran surat An-Nisa 
ayat 29-30 yang berbunyi: 
                     
                  
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 هللا                  
            هللا      
Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan 
harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya 
Allah adalah maha penyayang kepadamu, dan barang siapa 
berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya maka kami 
kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian 
itu mudah bagi Allah.” (Qs: 4: 29-30). 
 
2). Hadȋts 
 Dalam hadȋts, ketentuan-ketentuan mengenai perikatan yang 
terperinci dari alquran, namun tidak terlalu sangat detail, dan 
pembahasan mengenai perikatan Islam dalam hadȋts sebagai berikut:  
ٍِْه نَْعنَةُ  َواْنَمالئَِكِة َواننَّاِس أَْجَمِعٍَه، الَ  هللاَمْه أَْخفََر ُمْسهًِما، فََعهَ
 ٌُْقبَُم ِمْنهُ َصْرٌف َوال َعْدلٌ 
Artinya: "Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, 
maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh 
manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan." 
(HR. Bukhari, No. 1870).
99
 
Serta tertuang dalam hadits Abu Daud yang berbunyi: 
هَى ُشُروِطِهمْ اْنُمْسهُِمىَن عَ   
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Artinya: “Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah 




 Ijtihâd di sini dapat diartikan bahwa apabila ada ulama yang 
memfatwakan suatu hukum mengenai perikatan atau ketentuan yang 
lain, maka pendapat ulama ini disebut ijtihâd (Ar-ra‟yu), yang bisa 
dijadikan sebagai landasan hukum bagi masyarakat. Fatwa ulama 
terkhusus di Indonesia bersifat nasional maupun lokal, sehingga fatwa 




d. Asas-asas Hukum Perikatan Islam 
Dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam ada beberapa asas 
yang mendasari setiap perbuatan dari subjek hukum berikut asas-asas 
perikatan dalam hukum Islam: 
1). Asas ilahiah 
Setiap perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT, 
seperti halnya dalam bermuamalah, termasuk perbuatan perikatan 
yang tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, sehingga 
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2). Asas kebebasan(Al-Hurriyah) 
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 
melakukan suatu perikatan, di mana bentuk dan isi dari perikatan 
tersebut ditentukan oleh para pihak. Sehingga jika kesepakatan ini 
disetujui oleh para pihak maka perikatan tersebut dapat dijalankan, 
akan tetapi jika perikatan tersebut sepanjang ketentuannya tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam.
103
 
3). Asas Kesetaraan (Al-Musawah) 
Asas kesetaraan ini maksudnya adalah setiap manusia memiliki 
kesempatan yang sama dalam melakukan atau menentukan suatu 
perikatan yang di mana dalam menentukan perikatan ini para pihak 
menentukan hak dan kewajibannya yang masing-masing berdasarkan 
pada asas kesetaraan ini.
104
 
4). Asas Keadilan (Al-Adȃlah) 
Asas keadilan ini adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh 
semua hukum dan keadilan merupakan kunci setiap perjanjian yang 
dibuat para pihak.
105
 Sehingga berdasarkan asas ini pihak yang terlibat 
akan terlindungi dalam suatu ketentuan perlindungan hukum bagi 
masing-masing pihak yang terikat. 
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5). Asas Konsensualisme (Mabda’ al-Rada’iyyah) 
Maksud dari asas konsesualisme dalam perikatan Islam yaitu 
bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka 
atau kerelaan antara kedua pihak yang tidak ada tekanan, paksaan, 
penipuan, jika hal ini tidak dipenuhi sehingga transaksi tersebut 
dilakukan dengan cara yang batil.
106
 
6). Asas Kepercayaan(Amânah) 
Maksud dari asas kepercayaan dapat disimpulkan bahwa para pihak 
dalam melakukan suatu perikatan harus melaksanakan substansi 
kontrak atau prestasi berdasarkan atas kepercayaan teguh serta kemauan 
yang baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian tersebut.
107
 
7). Asas Kemanfaatan  
Asas kemanfaatan dapat diartikan bahwa semua bentuk perikatan 
yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan 
bagi para pihak yang mengikatkan diri, seperti halnya dalam Islam di 
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4. Akad Ijârah 
a. Definisi Akad Ijârah 
Ijârah berasal dari kata al-Ajru yang arti menurut bahasa adalah al-
„Iwâdh yang arti dalam bahasa indonesia ialah ganti dan upah. Sehingga 
definisi dari pembiayaan ijârah adalah transaksi sewa menyewa atas 
suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan 
hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan 
atas objek sewa yang disewakan.
109
 Berdasarkan keterkaitan dengan 
transaksi terapeutik mengenai hubungan akad ijârah, bahwa ini bisa 
dikatakan termasuk dalam Ijârah „alâ al-Asykhash yaitu akad sewa atas 
jasa/pekerjaan orang, serta ijarah Mawsûfah fȋ al-Dzimmah yaitu akad 
ijârah atas manfaat barang atau jasa yang pada saat akad hanya hanya 
disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya.
110
 
b. Sumber Hukum Ijârâh 
1). Alquran 
Dasar hukum ijârâh adalah alquran, hadȋts, dan ijmâ‟ berikut 
dasar hukum berdasarkan alquran terdapat surat at-Thalaq ayat 6 dan 
al-Qashash ayat 26. 
                
                       
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                       
              
Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, 
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 
dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka 





Sumber hukum akad ijârah berdasarkan alquran selanjutnya 
adalah surat al-Qashash ayat 26 yang berbunyi: 
                       
       
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
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2). Hadȋts 
Penjelesan mengenai sumber hukum berdasarkan hadȋts dapat 
dilihat pada hadȋtsal-Bukhari nabi dalam hadȋts tersebut dijelaskan 
bahwa: 
ٍِْه َوَسهََّم َوأَْعطَى انَِّذي َحَجَمهُ، َونَْى َكاَن  ًُّ َصهَّى هللاُ َعهَ اْحتََجَم اننَّبِ
 َحَراًما نَْم ٌُْعِطهِ 
Artinya: “berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai 
itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah.” (HR. 




Selanjutnya sumber hukum berdasarkan pada ijmâ‟. Mengenai 
disyari’atkannya ijârah, semua ulama bersepakat, tidak ada seorang 
ulama yang membantah kesepakatan ijmâ‟. Maka dapat dikatakan 
bahwa ijârah merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yanag 
dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu 
pada dasarnya ijârah adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua 
pihak atau saling meringankan, serta salah satu bentuk tolong 





c. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijârah 
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Ketentuan objek ijârah dan kewajiban lembaga keuangan syariah 
dan nasabah dalam pembiayaan ijârah di dalam fatwa dewan syariah 
nasional No. 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijârah, yaitu: 
Pertama: Rukun dan Syarat Ijârah: 
1). Shighatul ijârah yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak yang berakad baik secara verbal maupun dalam bentuk 
lain. 
2). Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 
penerima sewa/penerima jasa. 
Kedua Objek Akad Ijârah yaitu: 
1). Manfaat barang dan sewa, atau 
2). Manfaat jasa atau upah. 
Ketiga : Ketentuan Objek Ijârah: 
1). Objek ijârah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. 
2). Manfaat barang atau jasa harus bernilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak. 
3).  Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan. 
4). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syariah. 
5). Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian 
rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
 
6). Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya. 
7). Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang 
sama dengan objek kontrak. 
8). Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan 




E. Tinjauan Pustaka 
 Penelitian terdahulu merupakan acuan terhadap penelitian selanjutnya, di 
mana penelitian tersebut dipergunakan untuk dilakukan komparasi 
(perbandingan) hasil penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 
dapat dijadikan landasan dalam sebuah penelitian diantaranya dapat disajikan 
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Tabel 1. 







































negeri pati No. 
8/1980/Pid. 




Ditinjau dari segi hukum Islam 
tindakan seseorang dokter 
terhadap malapraktik kedokteran 
yang bersifat pidana  tersebut 
dikenakan atas ketidaksengajaan 
ataupun kelalaian dikarenakan 
dokter dalam mengobati pasien 
tersebut sudah berusaha 
semaksimal mungkin diluar 
kehendak akan tetapi tetap 
dikenakan hukuman diyat dan 
kifarat, sedangan berdasarkan 
hukum positif bahwa tindakan 
dokter tersebut tidak dapat 
dikatakan sebagai tindakan 
kriminal yang dapat dijerat 
dengan pasal KUH Pidana atas 
kealpaan dikarenakan tindakan 
dokter tersebut telah sesuai 
standar profesi dan prosedur 
pengobatan, di lain hal juga 
memang dikarenakan adanya 
keterbatasan sarana alat medis 
pada puskemas tersebut atas 
pengobatan suntikan dokter 
tersebut. 























































Duduk perkara diajukannya 
gugatan dan putusan 
pertimbangan hakim diantaranya 
ialah dikarenakan adanya 
kelalaian dari para dokter dan 
rumah sakit yang awalnya akan 
dilakukan tindakan kuret 
ternyata pengangkatan rahim 
yang mengakibatkan keugian 
berupa luka robek bagi pasien 
dan putusan hakim tersebut 
menyatakan unsur dari gugatan 
tersebut telah terpenuhi, 
diantaranya adanya suatu 
perbuatan melawan hukum dan 
kesalahan pihak pelaku serta 
adanya kerugian bagi pasien 
yang di mana keadaan pasien 
seutuhnya harus menimbulkan 
keadaan lebih membaik justru 
keadaan tersebut bertambah 
parah. 









Tabel 3.  


































di rumah sakit 
PKIT 
Muhammadiyah 




Bentuk perlindungan di rumah 
sakit tersebut berupa pemberia 
edukasi yang dapat berupa 
penjelasan informasi terhadap 
pasien terlebih dahulu yang 
dapat berupa penjelasan 
informasi, resiko, serta bentuk 
penanganannya sehingga 
edukasi ini merupakan bentuk 
perlindungan hukum yang 
bersifat preventif di rumah sakit 
tersebut, selain itu terdapat 
perlindungan hukum yang 
bersifat represif dengan 
memperkenankan pasien untuk 
menuntut pihak rumah sakit atas 
tindakan pelayanan tenaga medis 
baik bersifat standar prosedur 
operasional rumah sakit ataupun 
kelalaian individu dokter.   

















































di RSUD Abdul 
Wahab Sjahranie 
Samarinda.   
Yuridis 
Normatif 
Ditinjau berdasarkan yuridis 
bahwa bentuk perlindungan 
hukum bagi dokter di RSUD 
tersebut sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia 
khususnya menyangkut hak-hak 
dokter yang hak tersebut 
merupakan bentuk perlindungan 
hukum bagi dokter dalam 
penanganan medis baik secara 
penanganan umum ataupun 
penanganan kedaruratan selagi 
tindakan tersebut telah dilakukan 
berdasarkan tindakan medik 
yang sudah sesuai dengan 
standar profesi dan standar 
prosedur operasional. 




1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Wahyu Anita 
Persamaan: terletak pada pembahasan malapraktik kedokteran ditinjau dari 
segi hukum Islam dan hukum positif.  
Perbedaan: di mana penulis meneliti berdasarkan bidang hukum perdata yang 
di mana ketentuan unsur tindakan dokter baik dari segi hukum 
Islam ataupun positif dokter dikatakan telah memenuhi unsur 
 
malapraktik kedokteran dalam hal wanprestasi, sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Anita ini berdasarkan 
bidang huku pidana disertai dengan bentuk hukuman 
berdasarkan hukum pidana Islam, serta penjelasan hukum 
pidana positif menyatakan bahwa tindakan dokter tersebut atas 
gugatan yang dijatuhkan kepadanya belum memenuhi unsu 
kealpaan dalam praktik medis dokter. 
 
2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Ambar Pujatomo  
Persamaan: terletak pada pembahasan malapraktik kedokteran dari segi 
hukum perdata serta kesamaan dalam penelitian yang besifat 
kualitatif. 
Perbedaan: terletak pada sifat perbuatan perdata di mana peneliti berdasarkan 
pada unsur tindakan wanprestasi kedokteran berdasarkan hukum 
positif dan hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Ambar Pujatomo berdasarkan keperdataan yang bersifat 
perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigdaad) berdasarkan 
putusan hakim pengadilan negeri (hukum positif). 
3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Suci Lestari 
 
Persamaan: terletak pada pembahasan perlindungan hukum pada pasien 
dalam pelayanan medis atau transaksi terapeutik di rumah sakit 
serta persamaan sifat penelitian yang bersifat kualitatif. 
Perbedaan: teretak pada pembahasan tempat penelitian serta aspek 
perlindungan hukumnya di mana peneliti membahas secara 
menyeluruh mengenai bentuk perlindungan hukum baik pasien 
ataupun dokter dan teritori perlindungannya baik dari dalam 
rumah sakit ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suci 
Lestari hanya mencakup ruang lingkup rumah sakit. 
 
4. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Anton Christian Ompu Sunggu 
Persamaan: terletak pada pembahasan bentuk perlindungan hukum bagi 
dokter dalam pelayanan medis atau transaksi terapeutik.  
Perbedaan: terletak pada subjek pembahasan di mana penelitian ini mencakup 
wilayah penelitian dan dua subjek bentuk perlindungan hukum 
yaitu pasien dan dokter sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
Anton Christian Ompu Sunggu hanya mencakup kesesuaian 
penerapan perlindungan hukum bagi dokter dalam penanganan 
medis kedaruratan di rumah sakit dengan peraturan perundangan 
yang berlaku serta penyelesaian sengketa medis. 
 
 
 
